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Abstrak 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya praktik Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) yang 
dilakukan perusahaan multinasional melalui pengalihan laba ke yurisdiksi berpajak rendah atau tax 
haven. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, OECD/G20 memperkenalkan Pilar 2 melalui 
mekanisme Global Anti-Base Erosion (GloBE). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 
implementasi Pilar 2 OECD di Indonesia serta implikasinya terhadap pajak tangguhan, efektivitas 
insentif pajak tax holiday, potensi penerimaan negara, dan laporan keuangan perusahaan 
multinasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif - 
analitis dan pendekatan hukum normatif. Data yang digunakan merupakan data sekunder. Teknik 
pengumpulan data dilakukan melalui penelaahan dokumen dan literatur secara sistematis. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pilar 2 di Indonesia melalui PMK Nomor 136 Tahun 2024 
merupakan langkah penting dalam reformasi perpajakan internasional untuk menekan praktik BEPS. 
Dari sisi perpajakan, Pilar 2 memengaruhi pengakuan pajak tangguhan akibat amandemen IAS 12 
yang membatasi pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan terkait top-up tax. Selain itu, 
penerapan Pilar 2 dapat mengurangi efektivitas insentif tax holiday karena perusahaan dengan tarif 
pajak efektif di bawah 15% tetap dikenakan pajak tambahan melalui mekanisme Income Inclusion 
Rule (IIR), Undertaxed Profits Rule (UTPR), dan Qualified Domestic Minimum Top-Up Tax (QDMTT). 
Dari sisi penerimaan negara, penerapan kebijakanPilar 2 memberikan peluang bagi Indonesia untuk 
mempertahankan hak pemajakan atas pajak tambahan perusahaan multinasional dan meningkatkan 
penerimaan negara. Dalam praktik pelaksanaannya, perusahaan wajib menghitung ETR, menyusun 
GloBE Information Return (GIR), menghitung top – up tax serta melakukan pengungkapan terkait 
dampak pajak minimum global dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). 
Kata kunci: Pilar 2 OECD, Global Minimum tax, Pajak Tangguhan, Tax Holiday, Laporan Keuangan, 
IIR, UTPR, QDMTT. 
 

Abstract 
This research is motivated by the increasing practice of Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) 
conducted by multinational enterprises through profit shifting to low-tax jurisdictions or tax havens. To 
address this issue, the OECD/G20 introduced Pillar Two through the Global Anti-Base Erosion 
(GloBE). This study aims to analyze the implementation of the OECD Pillar Two in Indonesia and its 
implications for deferred tax, the effectiveness of tax holiday incentives, state revenue, and the 
financial statements of multinational companies. This research uses a qualitative approach with a 
descriptive-analytical research type and a normative legal. The data used are secondary data. Data 
collection techniques were conducted through systematic review of documents and literature. The 
results of the study indicate that the implementation of Pillar Two in Indonesia through Minister of 
Finance Regulation (PMK) Number 136 of 2024 constitutes an important step in international tax 
reform to reduce BEPS practices. From a taxation perspective, Pillar Two affects the recognition of 
deferred taxes due to the amendment of IAS 12, which limits the recognition of deferred tax assets 
and liabilities related to top-up tax. In addition, the implementation of Pillar Two reduces the 
effectiveness of tax holiday incentives because companies with an effective tax rate below 15% remain 
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subject to additional tax through the Income Inclusion Rule (IIR), Undertaxed Profits Rule (UTPR), and 
Qualified Domestic Minimum Top-Up Tax (QDMTT) mechanisms. From the perspective of state 
revenue, the implementation of the Pilar 2 provides Indonesia with the opportunity to retain taxing 
rights over additional taxes imposed on multinational enterprises and increase state revenue. In 
practice, companies are required to calculate the Effective Tax Rate (ETR), prepare the GloBE 
Information Return (GIR), calculate top-up tax, and disclose the impact of the global minimum tax in 
the Notes to Financial Statements. 
Keywords: OECD Pillar Two, Global Minimum Tax, Deferred Tax, Tax Holiday, Financial Statements, 

IIR, UTPR QDMTT. 

 

PENDAHULUAN 

Globalisasi dan perkembangan teknologi telah merubah pola konsumsi masyarakat dari 

transaksi secara fisik menjadi transaksi berbasis digital (Darmayasa, 2022). Berdasarkan Laporan 

Kebijakan Moneter Triwulan III 2023, nilai transaksi uang elektronik di Indonesia meningkat sebesar 

10,34% hingga mencapai Rp116,54 triliun (Bank Indonesia, 2023). Peningkatan aktivitas digital 

tersebut turut memberikan peluang bagi entitas untuk memperluas kegiatan usaha secara 

multinasional dan melakukan transaksi bisnis secara global (Dwiayu, 2020). Perkembangan kegiatan 

ekonomi lintas negara menimbulkan tantangan dalam perpajakan internasional. Salah satu 

permasalahan yang muncul adalah Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), yaitu praktik 

penggerusan basis pajak dan pengalihan laba ke negara atau yurisdiksi dengan tarif pajak rendah 

(Tambunan, 2021). 

Praktik tersebut dapat mengurangi penerimaan pajak negara karena laba yang berasal dari 

aktivitas ekonomi suatu negara tidak sepenuhnya dikenakan pajak di negara tempat aktivitas ekonomi 

tersebut dilakukan. OECD dan G20 kemudian mengembangkan reformasi perpajakan internasional 

melalui Two-Pillar Solution (OECD, 2013). Salah satu bagian dari reformasi tersebut adalah Pilar 2 

atau Global Anti-Base Erosion (GloBE) yang memperkenalkan tarif pajak minimum global sebesar 

15% bagi grup perusahaan multinasional yang mempunyai laba konsolidasi diatas EUR 750 juta 

(OECD, 2021). 

Indonesia sebagai bagian dari Inclusive Framework on BEPS mengadopsi ketentuan Pilar 2 

melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2024 tentang Pengenaan Pajak Minimum 

Global Berdasarkan Kesepakatan Internasional (Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2024). 

Selain itu, dasar hukum penerapan Pilar 2 juga terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 

Tahun 2022, khususnya Pasal 52, Pasal 53, dan Pasal 54 (Direktorat Jenderal Pajak, 2024a). 

Kebijakan tersebut merupakan langkah Indonesia dalam mengurangi praktik penghindaran pajak 

sekaligus mempertahankan hak pemajakan atas penghasilan perusahaan multinasional yang 

beroperasi di Indonesia. 

Penerapan Pilar 2 menimbulkan tantangan karena perhitungan pajak minimum global 

menggunakan GloBE Income yang berbeda dengan basis penghitungan pajak penghasilan domestik. 

Dalam sistem perpajakan domestik Indonesia, PPh badan dihitung berdasarkan Penghasilan Kena 

Pajak yang diperoleh melalui rekonsiliasi fiskal atas laba komersial sesuai ketentuan Undang-Undang 

Pajak Penghasilan. Sebaliknya, perhitungan Pilar 2 menggunakan GloBE Income yang bersumber 

dari laba akuntansi berdasarkan laporan keuangan konsolidasian yang telah disesuaikan dengan 

GloBE Rules.  

Perbedaan basis perhitungan tersebut juga menimbulkan implikasi terhadap aspek akuntansi 

dan pelaporan keuangan. Perbedaan antara GloBE Rules dan standar akuntansi mengenai pajak 
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penghasilan dapat memengaruhi perlakuan pajak kini dan pajak tangguhan perusahaan multinasional 

(EY, 2014). Selain itu, implementasi Pilar 2 berpotensi memengaruhi pengakuan dan pengukuran 

pajak tangguhan karena amandemen IAS 12 memberikan pengecualian tertentu terhadap pengakuan 

pajak tangguhan yang berkaitan dengan top-up tax (PwC Indonesia, 2025). 

Selain aspek pajak tangguuhan, penerapan Pilar 2 juga memiliki implikasi terhadap kebijakan 

insentif perpajakan, khususnya tax holiday. Tax holiday diberikan untuk mendorong investasi melalui 

pengurangan atau pembebasan Pajak Penghasilan badan (Direktorat Jenderal Pajak, 2024b). 

Namun, apabila fasilitas tersebut menyebabkan ETR perusahaan berada di bawah 15%, dapat timbul 

kewajiban top-up tax berdasarkan ketentuan Pilar 2. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi manfaat 

ekonomi yang diterima perusahaan dari fasilitas tax holiday. 

Penelitian mengenai Pilar 2 telah dilakukan sebelumnya oleh beberapa peneliti yang 

membahas kebijakan Global Minimum Tax, implikasinya terhadap insentif pajak, kepastian hukum, 

serta dampaknya terhadap sistem perpajakan Indonesia. Namun, pembahasan yang 

mengintegrasikan dampak Pilar 2 terhadap pajak tangguhan, tax holiday, potensi penerimaan negara, 

dan laporan keuangan masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis implementasi Pilar 

2 OECD di Indonesia dari perspektif perpajakan dan implikasinya terhadap laporan keuangan. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak implementasi Pilar 2 terhadap pajak 

tangguhan, menganalisis dampaknya terhadap efektivitas tax holiday, mengidentifikasi potensi 

pengaruhnya terhadap penerimaan negara, serta menganalisis implikasinya terhadap laporan 

keuangan perusahaan multinasional di Indonesia. 

 
METODE 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif - analitis 

dengan pendekatan hukum normatif. Penelitian dilakukan dengan menganalisis ketentuan Pilar 2 

OECD dan implementasinya di Indonesia berdasarkan peraturan perpajakan, standar akuntansi, 

literatur ilmiah, dan laporan keuangan perusahaan yang relevan. 

Data yang digunakan merupakan data sekunder. Sumber data dalam penelitian ini meliputi 

dokumen OECD, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

136 Tahun 2024, standar akuntansi yang berkaitan dengan pajak penghasilan, jurnal ilmiah, penelitian 

terdahulu, serta laporan keuangan konsolidasian perusahaan yang relevan. 

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi. Data 

dianalisis menggunakan analisis kualitatif deskriptif melalui analisis isi dan analisis komparatif. 

Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi ketentuan Pilar 2, membandingkannya dengan ketentuan 

perpajakan dan akuntansi di Indonesia, kemudian menganalisis implikasinya terhadap pajak 

tangguhan, tax holiday, penerimaan negara, dan laporan keuangan. 

Untuk menggambarkan potensi penerimaan negara, penelitian menggunakan simulasi 

perhitungan ETR dan top-up tax. Simulasi tersebut bersifat ilustratif dan bukan merupakan 

perhitungan kewajiban pajak aktual perusahaan tertentu. Ketentuan mengenai tahapan dan 

komponen perhitungan GloBE telah diatur dalam PMK Nomor 136 Tahun 2024. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

DAMPAK PENERAPAN PILAR 2 TERHADAP PAJAK TANGGUHAN 

Implementasi Pilar 2 memberikan implikasi terhadap perlakuan pajak tangguhan perusahaan 

multinasional. Hal tersebut terjadi karena terdapat perbedaan antara perhitungan berdasarkan GloBE 

Rules dan perhitungan pajak berdasarkan ketentuan domestik. 

Dalam perkembangan standar akuntansi internasional, IASB menerbitkan amandemen IAS 

12 yang memberikan pengecualian sementara terhadap pengakuan dan pengungkapan pajak 

tangguhan yang timbul secara langsung dari penerapan aturan Pilar 2 (PwC Indonesia, 2025). 

Ketentuan tersebut kemudian menjadi dasar bagi penerapan perlakuan akuntansi terkait Pilar 2 dalam 

standar akuntansi di Indonesia. 

Dengan adanya pengecualian tersebut, perusahaan yang berada dalam ruang lingkup Pilar 

2 tidak mengakui aset dan liabilitas pajak tangguhan yang timbul secara langsung dari penerapan 

Pilar 2. Meskipun demikian, perusahaan tetap perlu memberikan pengungkapan mengenai eksposur 

terhadap pajak minimum global, beban pajak kini yang berkaitan dengan Pilar 2 apabila ada, serta 

informasi mengenai dampak potensial penerapan Pilar 2. 

Dengan demikian, dampak Pilar 2 terhadap pajak tangguhan tidak hanya berkaitan dengan 

pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan, tetapi juga meningkatkan kebutuhan pengungkapan 

dalam laporan keuangan. 

 
DAMPAK PENERAPAN PILAR 2 TERHADAP INSENTIF TAX HOLIDAY 

Permasalahan dapat muncul apabila perusahaan yang memperoleh tax holiday merupakan 

bagian dari grup perusahaan multinasional yang berada dalam cakupan Pilar 2. Tax holiday dapat 

menyebabkan beban pajak perusahaan menjadi sangat rendah sehingga ETR berada di bawah tarif 

minimum global sebesar 15% (Ortax, 2023). 

 
Gambar 1. Ilustrasi Perhitungan ETR Perusahaan yang Menerima Fasilitas Tax Holiday 

Sumber: Ortax Media Komunitas Perpajakan Indonesia (2023) 

Sebagai ilustrasi, apabila perusahaan memiliki penghasilan sebesar Rp1.000.000.000 dan 

memperoleh fasilitas tax holiday sehingga tidak terdapat PPh badan yang harus dibayar, maka ETR 

perusahaan secara sederhana dapat berada pada tingkat 0%. Kondisi tersebut berada di bawah tarif 

minimum global 15%. 

Dengan adanya Pilar 2, selisih antara tarif minimum 15% dan ETR tersebut dapat 

menimbulkan top-up tax. Dengan demikian, meskipun tax holiday tetap diberikan berdasarkan 

ketentuan domestik Indonesia, manfaat ekonominya bagi perusahaan multinasional dapat berkurang 

karena perusahaan dapat tetap memiliki kewajiban pajak tambahan berdasarkan ketentuan Pilar 2. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa penerapan Global Minimum Tax dapat memengaruhi 

efektivitas kebijakan insentif pajak yang berbasis pengurangan atau pembebasan tarif. 
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DAMPAK IMPELEMENTASI PILAR 2 TERHADAP POTENSI PENERIMAAN NEGARA 

Pilar 2 memberikan peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan potensi penerimaan negara 

melalui penerapan Qualified Domestic Minimum Top-Up Tax (QDMTT). QDMTT memberikan prioritas 

kepada negara tempat perusahaan beroperasi untuk memungut pajak tambahan apabila ETR di 

yurisdiksi tersebut berada di bawah 15%. 

Sebelum adanya Pilar 2, praktik profit shifting, transfer pricing agresif, dan pemanfaatan 

yurisdiksi bertarif pajak rendah dapat menyebabkan sebagian laba perusahaan multinasional tidak 

dikenakan pajak secara optimal di negara tempat kegiatan ekonomi dilakukan. 

Penerapan QDMTT memungkinkan Indonesia memungut top-up tax terlebih dahulu sebelum 

hak pemajakan tersebut dapat dialihkan kepada yurisdiksi lain melalui mekanisme IIR atau UTPR 

(Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2024). Untuk menggambarkan mekanisme tersebut, 

penelitian ini menyajikan simulasi sebagai berikut: 

 
Gambar 2. Simulasi Perhitungan ETR dengan menggunakan data sebelum pajak sebagai proksi 

GloBE Income dan Covered Taxes 

Sumber: Penulis (2026) 

 

Hasil ilustrasi menunjukkan bahwa ETR 10%, yang berarti ETR berada di bawah tarif 

minimum global sebesar 15%. Oleh karena itu, timbul kewajiban top – up tax sebesar selisih antara 

tarif minimum global dengan ETR, yaitu sebesar 5%. 

 
Gambar 3. Simulasi Perhitungan Top – Up Tax 

Sumber: Penulis (2026) 

 

Berdasarkan hasil simulasi tersebut, sebelum diterapkannya kebijakan Pilar 2, Indonesia 

hanya memperoleh penerimaan pajak sebesar 1.000.000.000.000. Setelah diterapkannya QDMTT 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Indonesia berpotensi menerima tambahan penerimaan pajak 

sebesar 500.000.000.000, sehingga total penerimaan pajak meningkat sebesar Rp. 

1.500.000.000.000.  

Simulasi ini menunjukkan bahwa penerapan Pilar 2 khususnya melalui mekanisme QDMTT, 

memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk mempertahankan hak pemajakannya atas laba yang 

dihasilkan di Indonesia. Apabila Indonesia tidak menerapkan QDMTT, maka pajak tambahan tersebut 

berpotensi di pungut oleh yurisdiksi lain melalui mekanisme IIR atau UTPR sesuai dengan aturan 

penerapan GloBE. 
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IMPLIKASI PILAR 2 TERHADAP LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN MULTINASIONAL DI 

INDONESIA 

Penerapan Pilar 2 meningkatkan kebutuhan perusahaan multinasional untuk menyediakan 

informasi perpajakan dan akuntansi yang lebih terperinci. Perusahaan perlu menentukan apakah grup 

berada dalam ruang lingkup Pilar 2 berdasarkan batas pendapatan konsolidasi, menghitung ETR, 

menentukan adanya top-up tax, dan memenuhi kewajiban pelaporan yang ditentukan. 

Apabila suatu entitas berstatus sebagai perusahaan induk dari grup perusahaan 

multinasional, entitas tersebut juga berkewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh GloBE. Surat 

tersebut digunakan untuk melaporkan perhitungan Pajak Penghasilan GloBE, pembayaran pajak 

yang telah dilakukan, objek dan bukan objek pajak, serta informasi mengenai harta dan kewajiban 

sesuai dengan ketentuan GloBE. 

Karena Pilar 2 merupakan kebijakan global, salah satu dokumen penting dalam penerapan 

Pilar 2 adalah GloBE Information Return (GIR). GIR memuat informasi mengenai struktur grup, laba 

dan pajak berdasarkan yurisdiksi, ETR, serta informasi mengenai top-up tax. 

Selain kewajiban perpajakan global, Pilar 2 juga memberikan implikasi terhadap 

pengungkapan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Pengungkapan dapat mencakup 

status perusahaan dalam ruang lingkup Pilar 2, kebijakan akuntansi yang diterapkan, penerapan safe 

harbour, eksposur terhadap pajak minimum global, serta potensi dampaknya terhadap pajak kini dan 

pajak tangguhan. 

Berdasarkan Administrative Guidance OECD, pelaporan GIR dilakukan paling lambat 15 

bulan setelah akhir tahun fiskal perusahaan multinasional, untuk tahun pertama penerapan, diberikan 

perpanjangan menjadi 18 bulan setelah akhir tahun fiskal. Sementara untuk pelaporan SPT Tahunan 

PPh Badan di Indonesia, berdasarkan ketentuan perpajakan domestik, pelaporan dilakukan paling 

lambat empat bulan setelah akhir tahun pajak, sesuai dengan Pasal 3 Undang – Undang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Berikut ringkasan alur pelaporan tersebut (Tax Prime, 2026):

 

 
Gambar 4. Alur dan Batas Waktu Kewajiban Administratsi Pilar 2 OECD di Indonesia 

Sumber: TaxPrime (2026) 
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Dalam pasal 55 PMK – 136 Tahun 2024 memberikan fleksibilitas bagi entitas konsituen dalam 

grup perusahaan multinasional khususnya selama periode transisi melalui penerapan safe harbour 

yang merupakan penetapan pajak tambahan entitas konsituen menjadi nol. Safe harbour merupakan 

ketentuan yang diterapkan pada entitas konsituen dari grup perusahaan multinasional yang telah 

memenuhi pengujian tertentu. 

Dalam hal perusahaan telah menerapkan safe harbour, perusahaan harus mengungkapkan 

hal tersebut di Catatan Atas Laporan Keuangan. Berikut contoh perusahaan yang telah menerapkan 

ketentuan safe harbour dan mengungkapkannya di CALK perusahaan. 

 
Gambar 5. Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Auditor Independen PT Batavia 

Prosperindo Internasional Tbk dan Entitas Anaknya 

Sumber: Bursa Efek Indonesia (2025) 

 

Pilar 2 tidak secara langsung terlihat besar di laporan utama, seperti laporan laba rugi atau 

neraca keuangan, tetapi pengungkapan Pilar 2 lebih dijelaskan secara detail di CALK sesuai dengan 

PSAK 212 / IAS 12.  

Mulai laporan keuangan 2025, beberapa perusahaan di Indonesia sudah mulai 

mengungkapkan Pilar 2 di CALK, terutama pada perusahaan multinasional atau grup besar. Hal yang 

diungkapkan mulai dari status perusahaan terhadap Pilar 2, apakah termasuk scope Pilar 2, regulasi 

yang digunakan, negara / yurisdiksi mana yang ETR di bawah 15%, jika terdapat kewajiban membayar 

top – up tax berapa jumlah estimasi atau pengakuan top – up tax dan bagaimana pengaruhnya 

terhadap beban pajak, Pajak Penghasilan Kini, Pajak Tangguhan, Manfaat Pajak Penghasilan dan 

hal lain yang berkaitan dengan Pilar 2. 
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Gambar 6. Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim PT Garuda Indonesia (Persero) 

Tbk dan Entitas Anaknya  

Sumber: Bursa Efek Indonesia (2025) 

 

Gambar di atas menunjukkan bahwa perusahaan mengungkapkan kebijakan akuntansi 

terkait dengan penerapan Pilar 2 di Indonesia sesuai dengan PMK Nomor 136 Tahun 2024 dan 

amandemen PSAK 212 mengenai reformasi pajak internasional – pilar 2 model rules. 

Pengungkapan tersebut bertujuan untuk memberikan transparansi kepada pengguna laporan 

keuangan mengenai kesiapan perusahaan dalam menghadapi penerapan Pilar 2 serta potensi 

dampaknya terhadap kewajiban perpajakan perusahaan di masa mendatang. 

Sesuai dengan PSAK 212 dan PMK 136/2024, dalam hal perusahaan masih dalam proses 

evaluasi dampak kebijakan Pilar 2 terhadap grup perusahaan, namun berdasarkan informasi yang 

tersedia pada saat penyusunan laporan keuangan, manajemen menyatakan bahwa penerapan Pilar 

2 diperkirakan tidak memberikan dampak material terhadap laporan keuangan perusahaan, maka 

perusahaan dapat mengungkapkan hal tersebut dalam Catatan Atas Laporan Keuangan perusahaan 

seperti contoh berikut: 
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Gambar 7. Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim PT Garuda Indonesia (Persero) 

Tbk dan Entitas Anaknya  

Sumber: Bursa Efek Indonesia (2025) 

 

SIMPULAN 

Implementasi Pilar 2 OECD di Indonesia melalui PMK Nomor 136 Tahun 2024 memberikan 

dampak terhadap sistem perpajakan dan pelaporan keuangan perusahaan multinasional. Penerapan 

Pilar 2 mempengaruhi perlakuan pajak tangguhan melalui pengecualian pengakuan aset dan liabilitas 

pajak tangguhan yang timbul secara langsung dari Pilar 2 serta meningkatkan kebutuhan 

pengungkapan mengenai eksposur pajak minimum global. Penerapan tarif minimum global sebesar 

15% juga dapat mengurangi efektivitas tax holiday apabila fasilitas tersebut menyebabkan ETR 

perusahaan berada di bawah tarif minimum sehingga menimbulkan top-up tax. Dari sisi penerimaan 

negara, QDMTT memberikan peluang bagi Indonesia untuk mempertahankan hak pemajakan atas 

pajak tambahan yang berasal dari aktivitas perusahaan multinasional di Indonesia. Sementara itu, 

dari sisi laporan keuangan, perusahaan perlu melakukan perhitungan ETR dan top-up tax, memenuhi 

kewajiban pelaporan GloBE, serta mengungkapkan informasi terkait Pilar 2 dalam Catatan Atas 

Laporan Keuangan. Secara keseluruhan, Pilar 2 berpotensi meningkatkan penerimaan negara dan 

memperkuat keadilan perpajakan, tetapi juga menimbulkan tantangan berupa kompleksitas 

administrasi, berkurangnya efektivitas sebagian insentif pajak, dan kebutuhan penyesuaian sistem 

akuntansi serta pelaporan perusahaan. 

 
SARAN 

Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan empiris atau studi kasus pada 

perusahaan multinasional tertentu sehingga dampak Pilar 2 terhadap penerimaan pajak, ETR, top-up 

tax, dan laporan keuangan dapat diukur secara lebih kuantitatif. Penelitian berikutnya juga dapat 

memperluas objek penelitian dengan membandingkan penerapan Pilar 2 di Indonesia dengan negara 
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lain yang telah menerapkan Global Minimum Tax serta mengkaji dampak jangka panjang Pilar 2 

terhadap iklim investasi dan daya saing fiskal Indonesia. 
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